BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu
unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita
bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun
2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,
spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk
hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang
mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, dan terjangkau. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus
diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan
kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan
kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil
dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah  bertanggung jawab atas  ketersediaan
lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi
masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas pelayanan yang terdapat di Indonesia sendiri meliputi
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Rumah sakit, puskesmas, Klinik, praktek dokter umum/spesialis/gigi,
apotek, dan lain-lainnya.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut diatas, maka perlu
dilakukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan menurut Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 adalah setiap
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara
terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk
pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit,
dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
Upaya penyelenggaraan kesehatan tentunya harus dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang sesuai dengan keahlian bidang yang dimiliki.
Definisi Tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 tahun 2014 adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang
kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk
melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan
penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang
maksimal kepada pasien agar masyarakat mampu untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang
produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur
kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam

meningkatkan kualitas hidup pasien adalah Apoteker yang memiliki



peran sangat penting dalam melakukan pelayanan kefarmasian.
Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker
dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
yang dimaksud dengan Pelayanan Kefarmasian adalah suatu
pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang
berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil
yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Peran
Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan
pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian
informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.
Pelayanan kefarmasian tentu saja tidak dapat berjalan tanpa adanya
sarana yang memadai untuk melakukan praktek pekerjaan
kefarmasian, salah satu sarana yang dimaksud adalah apotek.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 tahun 2017, apotek
adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek
kefarmasian oleh Apoteker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun
2016, Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi
pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis
Habis Pakai serta Pelayanan Farmasi Klinik. Sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang
kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi Pelayanan
Kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada
pelayanan yang komprehensif (pharmaceutical care) dalam
pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian

yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk
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mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring
penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan
terjadinya kesalahan pengobatan.

Dari uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, seorang
apoteker memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang sangat
besar sehingga untuk menjadi apoteker yang berkompeten dan
berkualitas maka setiap calon apoteker wajib menjalani Praktek
Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA di apotek merupakan bentuk
pendidikan  keprofesian  mengenai  pelaksanaan  pekerjaan
kefarmasian di apotek yang meliputi pembelajaran berdasarkan
pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan
perundang-undangan, aspek  manajerial, aspek  pelayanan
kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Program Studi Profesi
Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja
sama dengan PT. Kimia Farma Apotek diharapkan dapat
memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna bagi calon
apoteker sebagai bekal untuk mengabdi secara profesional dan dapat
memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta dapat mengatasi
permasalahan-permasalahan  yang  mungkin  timbul  dalam
pengelolaan suatu apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1.  Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran,
fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan
kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan,
pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk

melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
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Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan
mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat
dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi
komunitas di apotek.

Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja
sebagai tenaga farmasi yang profesional.

Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan

kefarmasian di apotek.

. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker
dalam mengelola apotek.

Mendapatkan  pengalaman praktis mengenai  pekerjaan
kefarmasian di apotek.

Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang

profesional.



